
WALIKOTA MOJOKERTO 
PERATllRAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 20 TAHUN 2008. 

TEN-rANG 

• RINCIAN TU<3AS POKOK DAN FUNGSI ' 
•• 

DINAS PENDAPATAN, PE;NGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE·r 
KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Orqanisasi Dinas-Dinas Kota 
Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Penda,:,atan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 
dengan Peraturan Walikota Mojokerto . 

• 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kola Kecll dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tenpah/Jawa Barat; 

2. Undsng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ..::437) sebagaimana telah diubah dengan Unda11g-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembara:, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

- 

- 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

7. feraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negc1ra 

epublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
egara Republik Indonesia Nomor 3242); 

8. eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

ndonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
�rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta.han Daerah 
f rovinsi dan Pernerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
egc1ra Republik Indonesia Nomor 47:37); 

10. eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
eranqkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
�iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

I . 
?007 tentanq Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; · · , 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kata Mojokerto; 

14. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-Dinas Kata Mojokerto. 

• MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WAL.IKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN 
TUGA$ POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELO- 
LAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud denqan : 

1. Kata adalah Kota Mojokerto; 
• 
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2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mcjokerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto; 
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota, adalah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanqan dan Aset Kota 
Mojokerto; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Kei.anqan dan Aset Kota Mojokerto. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
• 

Pasal2 

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota �Aojokerto terdiri atas : 

a. Kepala ; 

b. Sekretariat ; 

c. Bidang Penclapatan ; 

d. Bidang J\nggaran ; 

e. Bidang Akuntansi dan Aset ; 

f. Bidang Perbendaharaan ; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset adalah sebaqaimana tercanturn dalam 
larnpiran I Peraturan Walikota ini. • 

Pasal3 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, 
kepegawaian, urusan umum dan mengkoordinasikan secara 
teknis maupun administratif pelaksanaan kElgiatan dinas serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidanq tugasnya. 

(2) Untuk rnenyelenqqarakan tug as dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretariat mempunyai fungsi : 

' 

• 

- 
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a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 
• 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuanqan dan 
perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
rnasyarakat dan inventarisasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap 
dilaksanakan di li11gkungan dinas. 

Pasal4 

kegiatan yang 

• 

• 

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Baqian Penyusunan Program 

b. Sub Baqian Keuangan 

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

(2) Suo Bagian-Sub Bagian dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanqqunq jawab kepada Sekretaris. 

' Par.al 5 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana kerja; 

Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan 
dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana 
dinas; 

d. Menyusun dan rnenyiapkan laporan kegiatan dinas: 

e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program 
kerja dan rencana kerja bidang Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan )I.set; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
program kerja; 

• 
• 

• 

, 

• 

b. 
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan bidang tuqasnya. 

Pasal6 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 
• 

a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggarar1 (DPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas; 

c. Mengurus pernbayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan 
keuangan lalnnya; 

d. Melaksanakan evaluasi, menyusun dan menyiapkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidanq tugasnya. 

Pasal7 

• 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan penqernbanqan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan • 

- 

Sub Baqian Kepegav,aian dan Umum mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta 
data keqiatan yang berhubungan dengan kepeqawaian: 

. 
administrasi kepeqawaian; 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi 
kegratan dinas dan kepustakaan; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan 
barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan 
kearnanan kantor; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal8 
' 

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tuqas dinas di bidang Pengelolaan Pendapatan serta 

• 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kopala Dlnas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : 

• 

> 

• 

• 
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a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang 
pendapatan; 

b. Palaksanaan pemungutan pendapatan daerah; 

c. Pelaksanaan persncanaan dan pengembangan pendapatan 
daerah; 

d. Pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil 
penerimaan pendapatan daerah; 

• 

• 

pelaksanaannya diserahkan kepada daerah; 

g. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pusat 
yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. 

f. Pelaksanaan pemungutan pusat yang 
• 

Pasal9 

(1) Bidang Pendapatan terdiri alas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah . 
. 

b. Seksi Perirnbanqan Keuangan dan Pendapatan lain .. lain. 

c. Seksi Penagihan. 

(2) Seksi-seksi sebaqaimana dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan. 

Pasal 10 

• 

. 

pernunqutan pajak daerah; 

Seksi Pe rdapatan Asli Daerah mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan inventarisasi data obyek dan subyek pajak 
sebagai bahan pendaftaran dan pendataan wajib pajak; 

b. Mengolah data clan informasi serta menyimpan surat perpajakan 
yang berkaitan dengan pendapatan dan penetapan. 

c. Melaksanakan penetapan pajak dan pendapatan daerah lainnya 
serta membuat nota perhitungannya; 

d. Menyiapkan dan menerbitlcan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD), Surat Keterargan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 1ambah 
(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) serta 
Surat Perjanjian Angsuran (SPA); 

e. Menyiapkan bahan pendataan dan penggalian sumber 
Pendapatan Asli Daerah serta melaksanakan intensifikasi 
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f. Menyiapkan bahan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penqelolaan retribusi serta melakuk�n legalisasi 
benda berharqa untuk kepentingan pajak dan retribusi daerah; 

g. Menyiapkan b ahan evaluasi dan pelaporan, pembinaan serta 
pengawasan pajak dan retribusi daerah; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 11 

Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan lain-lain mempunyai 
tugas : 

a. Menyiapkan bahan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi 
Dana Alokasi Umum kota; 

b. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaporan penggunaan 
Dana Alokasi Umum kota; 

c. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan kota untuk 
didanai dari Daria Alokasi Khusus; 

d. Menyiapkan bahan Pengelolaan, Pengendalian dan Pelaporan 
Penggunaan DE1na Alokasi Khusus; 

e. Menyiapkan bahan dan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil 
• 

kola; 
• 

f. rv1enyiapkan ba han pengendalian dan pelaporan pengelolaan 
Dana Bagi Hasll: 

g. Membantu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi 
Bangunan dan BPHTB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak; 

h. Membantu Dirjen Pajak dalam penyampalan SPPT PBB dan 
dokumen lainnya: 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 

Seksi Penagihan mempunyai tugas : 

a. · Melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan · 
penerimaan asli daerah lainnya; 

b. Melaksanakan pernbukuan dan pelaporan atas pemunqutan dan 
penyetoran pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan, pengurusan 
restitusi, verifikasl pemindahbukuan dan rekonsiliasi; 

' 

• 
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d. Melaksanakan penagihan terhadap piutang pendapatan daerah 
dan pertimbanqan terhadap pengajuan keberatan, keringanan, 
banding dan angsuran; 

e. Melaksanakan penagihan terhadap pajak pusat yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada daerah; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya: 

Pasal 13 

(1) Bidang Anggaran mernpunyai tugas melaksanakan dan 
mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, 
penyusunan dan pembahasan APBD dan Perubahan APBD, 
pernbinaan administrasi Keuangan serta melaksanakan tugas- 
tuqas lain yanq diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

• 
bidang tugasnya. , 

(2) Untuk rnenyelenqqarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Anqqaran mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan umum APBD; 

b. Pelaksanaan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS); 

c. Pelaksanaan Penyusunan APBD dan Perubahan 1\PBD ; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 
penqawasan pengelolaan keuangan. 

Pasal 14 

(1) Bidang Anggaran terdiri alas 2 (dua) seksi yaitu: 

a. Seksi Perencanaan Program dan Kegiatan 

b. Seksi Perencanaan Anggaran 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Seksi dibawah dan bertanqqunq 
jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 

Pasal 15 

Seksi Perencanaan Program dan Kegiatan mempunyai tugas: 

a. Mencari, menqumpulkan, menghimpun dan mengolah informasi 
yang berhubungan dengan bidang perencanaan program dan 
kegiatan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis dibidang perencanaan program dan kegiatan; 

• 

• 

• 

,' 
' • 

• 
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c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan pengelolaan keuangan; 

d. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Prioritas dan 
F'lafon Anggaran Sementara serta Kebijakan Umum Anggaran 
Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan; 

e. Menyiapkan konsep Surat Edaran kepada Satuan Kerja 
Perangka·: Dae rah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran 
berdasarkan Kebijakan Urnum Anggaran dan Prioritas dan Plafon 
Anggaran SemE1r1tara. 

Pasal 16 

Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah informasi 
yang berhubungan dengan bidang perencanaan anggaran; · 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis 1jibidang perencanaan anggaran; 

c. �len9umpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan 
penyusunan JI.PBD dan Perubahan APBD; 

d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Dokurnen Pelaksanaan 
Anggaran dari masinq-maslnq Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

e. Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan ketersediaan dana 
dengan mernbuat Surat Penyediaan Dana (SPD); 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bid8ng Anggara11 sesuai dangan bidang tugasnya. 

Pasal 17 

(I) Bidang Akuntasi dan Aset mempunyai tugas melaksanakan 
penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD, Pengelolaan dan Pengawasan lnventarisasi dan aset, 
serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesual dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk rr,enyelenggarakan tugas sebaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bidang akuntansi dan Aset mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksan tentang sistem 
dan prosedur akuntasi pengelolaan keuangan kola; 

b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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d. . Penyiapa,, bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 
penqawasan pengelolaan investasi dan aset serta 
penghapusan barang milik daerah. 

Pasal 18 - 
(1) Bidang Akuntansi dan Aset terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu: 

a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan 

b. Seksi Penqelolaan Aset dan lnvestasi 

(2) Seksl-seksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanqqunq juwab kepada Kepala Bldanq Akuntansi Jan Aset. 

- 
, 

Pasal 19 

Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

' keuanqan; 

a . Mencari, rnenqumpulkan, menghimpun dan rnenqolah informasi 
• 

yang berhubungan dengan bidang akuntansi dan pelaporan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan , 

• 

c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun l.aporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca dan Catalan 
Alas Laporan Keuangan (CALK); 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan 
keuanqan: 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Akuntansi dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal20 
• 

Seksi Pengolahan Aset dan lnvestasi mempunyai tugas: 
a. Mencari, mengurnpulkan, menghimpun 

yang berhubungan denqan bidang 
investasi; 

dan menqolah informasi 
pengelolaan aset dan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis dibidang pengelolaan aset dan investasi, 

c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan aset, penqhapusan 
barang milik daerah dan investasi di lingkungan Pemerintah Kata; 

d. Men5umpull,an bahan dan data dalam rangka penyiapan bahan 
penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pengelolaan lnvestasi: 
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e. Mengumpu'kan bahan dan data dalam rangka penyiapan bahan 
penyusunan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan aset 
daerah serta penqhapusan barang milik daerah; 

f. Menyiapkan bahan penetapan standar satuan harga dan analisis 
standar belanja daerah kota; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Akuntansi dan Aset sesuai dengan bidang tugasrya. 

Pasal21 

(I) Bidar,g Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dinas dibidang perbendahaman serta 
melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan t idang tugasnya. 

(2) Untuk rnenyelenqqarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan slstem penerimaan dan penqeluaran kas 
daerah; 

b. Pernantauan pelaksanaan penerimaan dan penqeluaran 
APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan larnnya yang 
telah ditunjuk; 

c. Pelaksanaan kegiatan mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBD; 

d. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atas beban rekening kas 
umum daerah; 

e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan 
penga·wasan pengelolaan pinjaman, Obligasi. Sadan 
Layanan Umum, Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 

. Lernbaqa Keuanqan Mikro . 
• 

Pasal22 

(!) Bidang Perbendaharaan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu: 

• 

• 

• 

- 

• 

a. Seksi Penerimaan ; ' 

• 

b. Seksi Penqeluaran, 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan . 
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Pasal 23 
. 

Seksi Penerimaan mernpunyai tugas; 

a. Mencari, menq.impulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubunqan dengan bidang penerimaan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis dibidang perbendaharaan; 

Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun 
kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pinjaman, 
Obligasi, Sadan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro; 

d. Menqinventarlsasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang perbendahaan dan menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Menqurnpulkan, mengelola dan merumuskan bahan pelayanan 
penerimaan satoran hasil retribusi, pajak daerah serta 
pendapatan daerah lainnya; 

Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan anallsis 
atas laporan pe,rtanggungjawaban bendahara penerimaan pada 
Satuan Kerja Peranqkat Daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

Melakukan koordinasi dengan instansi t;,rkait sesuai dengan 
bidangnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal24 

Seksi Pengeluaran mempunyai tugas: 

a. Memeriksa kebenaran dari daftar-daftar gaji dan !unjangan- 
tunjangan lainnya dari masing-masing Satuan Kerja Peranqkat 
Daerah (SKPD) yang diajukan oleh Pembantu Bendahara 
Pembuat Daftar Gaji dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D)-ny;3; 

b. Memelihara kartu-kartu gaji peqawai yang terrnasuk dalam 
pembayaran Pemerlntah Kota; 

c. Menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 
(SKPP) bagi Peiiawai di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto 
yanq telah menc:apai batas usia pensiun, mutasi pegawai dan 
meninggal untuk disediakan pimpinan; 

• 
• 

• 

• 

• 

. 
• c. 

f. 

g. 



• 

• 

• 

d. Mengoreksi, menetiti kebenaran Pengajuan Surat Perrnintaan 
Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dari semua 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah 
Kota; 

Menqadakan pengujian dengan seksama terhadap semua 
pembayaran SPM untuk dipertanggungjawabkan pada belanja 
tidak langsung dan belanja langsung dari para pengelola 
keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) berdasarkan syarat-syarat yang dltentukan: 

Menerbitkan Surat Perinlah Pencairan Dana (SP2D) belanja 
langsung dan belanja lidak langsung untuk keperluan semua 
Saluan Kerja Peranqkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerinlah 
Kota; 

IVlencatat semua pembayaran belanja lang"sung dan �elanja tidak 
langsung dari masinq-rnaslnq Saluan Kerj;;:1 Perangkat Daerah 
(SKPD); 

h. Memberikan rekomendasi serta menyiapkan naskah dinas dalam 
rangka pengangkalan dan pemberhenlian serta pengembangan 
lugas dan kewajiban perbendaharaan; 

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tu gas; 

j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian rnasalah 
perbendaharaan dan tuntulan ganti rugi; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ole'i Kepala 
Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tuqasnya. 

Pasal25 

(1) Kelompok Jabalan ;ungsional rnempunyal tugas rnelaksanakan 
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 
kegialan leknis dibidang keahlian masing-masing. 

(2) Kerompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini dlpimplm oleh seorang Tenaga Fungsional Senior 
selaku ketua ke lompok yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub 
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing 
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada. 

·- 

• 

• 

• 

• 

• 

e. 

f. 

g. 



• 
• 
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(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Perundanq-undanqan yang berlaku. 

BAB Ill 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal26 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto wajib 
melaksanakan koordinasi, integrasi dan slnkronlsasi baik dalarn 

' lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang 
tugasnya masi 1g-masing; 

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuanqan dan Aset Kota Mojokerto bertanggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 

• 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota 

• Pasal28 

Peraturan Walikota inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 Seutember ,. 2008 
- 

• 

I 
•• • 

• 

PJ. WA 

Ir. 8tJYIT 
Pembina Utai 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal September 2008 
SEKRETARI D ERAH K 

• 
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PERATURAN LAMPI RAN 

NOMOR 

TANGGAL . 

• 
• 

WALIKOTA MOJO'<ERTO 

20 TAHUN 2003 

1 S EP'.i.1 filffi ER 2008 

BAGAN SUSlJNAN ORGANISASI 

DIN AS PENDAPATAN, PENGET"OLAAN KEUANGAN DAN ASET 

KO'f A MOJOKERTO 

KEFALA 

•• 

SEKRET ARIAT 

• 

• 

r SUBBAGIAN 
KEPEGAWAIAN & 

l'MUM 

• 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

'-----, PENGELOLAAN 
ASSET DAN 
INVEST AS! 

G RA 
�--�-----1 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL 

PENDAPATAN 
LAIN-LAIN 

BID ANG BI DANG BID ANG 
BIDANC AKUNT ANSI DAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN ASET 

I - - 

SEKSI SEKSI 
PENDAPATAN l'EREl'iCANAAN SEKS! 

SEKSI PENPRIMAAN PROGRAM DAN AKUNTANSI ASL! DAERAH 
KEG!ATAN DAN -- . PELAPORAN 

. 
SEKSI 

SEKSI SEKSI PERIMBANGAN 
PENGELUARAN KEUANGAN& l'EI<ENCANAAN SEKSI . 

ANG A N 

SEKSI 
PENAGIHAN 

' 

• • • 

-,-'· , .. 

. . • • • 

- ... ·- --- ::--- 


